SALINAN

BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM PEMUNGUTAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung
Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Dalam Pemungutan Pendapatan Asli
Daerah Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi
perkembangan kemajuan daerah sehingga perlu dilakukan
penyesuaian

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa
Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan Keputusan
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati Dalam Pemungutan Pendapatan Asli Daerah
Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;

Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 247);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 Nomor 106);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 88),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa wusaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 89),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya



Menetapkan :

18.

19.

20.

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya 11 Tahun 2011
tentang Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2011 Nomor 90), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Murung Raya 11 Tahun 2011 tentang
Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun
2017 tentang Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan
Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM PEMUNGUTAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Pemungutan Pendapatan Asli
Daerah Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah bidang pemungutan Pendapatan Asli
Daerah.

(2) Rincian jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilimpahkan kepada
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Pemungutan Pendapatan Asli
Daerah Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3) dihapus.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung
Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 23 Mei 2022

Salinafi sesuiai dengén aslinya
SPALA BAGIAJ(HUKUM,
SEKRETARIS DAERAH " \
KABUPATEN MURUNG RAYA, )‘
ttd /s.H.,M.H
Dz A1/ d)
HERMON . Teg511#2201101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022 NOMOR 72.



